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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Meningkatkan 

integritas 

Penyelenggaraan 

Pemerintah

Persentase 

Peningkatan 

Nilai Indeks 

Efektivitas 

Pengendalian 

Korupsi 

(IEPK)

% 0 0 0 0,33 Persentase Keterjadian 

Kasus Hukum Pada 

Perangkat Daerah dan 

Pemerintah Desa

% 0 0 1 0 1 Persentase 

penugasan 

pengawasan 

berdasarkan PKPT 

berbasis risiko 

% 25 25 25 20 95

Persentase 

Perangkat 

Daerah yang 

Tidak Ada 

Temuan 

Materiil

% 0 0 0 85 Persentase 

Peningkatan Temuan 

Ketidakpatuhan Dalam 

LHP BPK RI Atas 

LKPD

% 0 0 0 30 30 Jumlah rekomendasi 

pemeriksaan BPK RI 

yang ditindaklanjuti

Buah 0 350 0 350 700

Persentase tindak 

lanjut hasil 

pemeriksaan (TLHP) 

APIP yang diselesaikan

% 0 0 0 55 55 Jumlah rekomendasi 

pengawasan APIP 

yang ditindaklanjuti 

Buah 30 40 40 40 150

Persentase tindak 

lanjut hasil 

pemeriksaan (TLHP) 

BPK RI yang 

diselesaikan

% 0 0 0 94 94 Persentase 

penanganan 

pengaduan 

masyarakat terkait 

dugaan Tindak 

Pidana Korupsi 

% 0 0 0 100 100

2.	Persentase 

penugasan 

pengawasan dengan 

tujuan tertentu 

berdasarkan 

mandatori 

% 25 25 25 20 95

Persentase 

Perangkat 

Daerah yang 

Mendapatan 

Predikat WBK 

(Wilayah 

Bebas dari 

Korupsi)/WBB

M (Wilayah 

Birokrasi dan 

Bersih 

Melayani 

% 0 0 0 20 Level kapabilitas APIP Level 0 0 0 2 2 Level Komponen 

Aktivitas dan Kualitas 

Pengawasan 

Level 0 0 0 2 2

URAIAN
INDIKATOR 

KINERJA

SATUA

N

TARGET

URAIAN

TUJUAN/SASARAN PROGRAM KEGIATAN

RENCANA AKSI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024

KumulatifINDIKATOR KINERJA SATUAN

TARGET

Kumulatif URAIAN
INDIKATOR 

KINERJA
SATUAN

TARGET

Program 

Penyelenggaraan 

Pengawasan

Program Perumusan

Kebijakan, 

Pendampingan dan

Asistensi

Penyelenggaraan 

Pengawasan 

Internal

Penyelenggaraan 

Pengawasan 

dengan

Tujuan Tertentu

Perumusan 

Kebijakan Teknis di 

Bidang Pengawasan 

dan Fasilitasi 

Pengawasan



Persentase 

Peningkatan 

Nilai 

Kapabilitas 

APIP

% 0 0 0 0,33 Persentase desa 

berisiko tinggi 

% 0 0 0 10 10 Level komponen 

dukungan 

pengawasan 

Level 0 0 0 2 2

Indeks 

Efektivitas 

Pengendalian 

Korupsi 

(IEPK)

Nilai 0 0 0 3,01 Persentase perangkat 

daerah yang 

memperoleh nilai 

reformasi birokrasi 

pada kategori minimal 

B 

% 0 0 0 50 50 Persentase 

perangkat daerah 

yang mendapatkan 

pendampingan dan 

asistensi 

% 0 50 0 50 100

Kapabilitas 

Aparat 

Pengawasan 

Intern 

Pemerintah 

(APIP)

Nilai 0 0 0 3,01 Persentase 

pemerintah desa 

yang mendapatkan 

pendampingan dan 

asistensi 

% 0 5 0 5 10

Persentase 

Perangkat 

Daerah yang 

Tidak Ada 

Temuan 

Materiil

% 0 0 0 85

Persentase 

Perangkat 

Daerah yang 

Mendapatan 

Predikat WBK 

(Wilayah 

Bebas dari 

Korupsi)/WBB

M (Wilayah 

Birokrasi dan 

Bersih 

Melayani 

% 0 0 0 20

Optimalnya 

Integritas 

Penyelenggaraan 

Pemerintahan

NIP. 19700222 199001 1 002

Djoko Setyono, S.Sos

Pembina Utama Muda (IV/c)

Purwokerto,     Januari 2024

Inspektur Daerah

Kabupaten Banyumas

Program Perumusan

Kebijakan, 

Pendampingan dan

Asistensi

Perumusan 

Kebijakan Teknis di 

Bidang Pengawasan 

dan Fasilitasi 

Pengawasan

Pendampingan dan 

Asistensi


